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8. Keputusan Menteri Dalam Nederi Nomor 84 Tahun 1999 tentang Pedoman
Umum Pengaturan Mengenai Desa

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG ORGANISASI DAN

TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

BAB !
KETENTUAN UMUM

Pasai 1

Daiam Pergturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

4
i
2

©

~,
)

1N
i

11

¢

Daerah adalah Kabupaten Tegal ;

Pemerintah Daerah adaiah Bupati beserta Perangkat Daeran Otonom yang lain sebagai Badan
Eksekutif Dasrah

Dupau adalah Bupau ICHGI .

Camat adalah Kepala Kecamatan ;

Dfasa adniah Kesaman maeyarnk thLm vang mnmiiiki kew¢=nang=n Hnmk mengatur dan
d:aku. dalam sistem Pemenntahan Nasional dan berada di Daerah Kabuoaten :

Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan cleh Pemerintah Desa
dan Badan Perwakiian Desa ;

Pemerintah Desa adalah Kprmln Desa dan Perangkat Des

Kepala Desa adalah Penanggung jawab utama da. menyelenggarakan Pemerintahan,
melaksanakan Pembangunan dan membina masyarakat ;

Perangkat Desa adalah unsur staf yang melaksanakan pelayanan, unsur pelaksana ya
melaksanakan teknis lapangan dan unsur wilayah yang membaniu Kepaia Desa di wilayah
bagian Desa ;

nga
'S

Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan
Pemerintahan Desa ;
Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut dan disingkat BPD adaiah Badan Perwakiian

i L
ang terdiri atas Pemuka-pemuka Masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat
istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta

melakukan pengawasan terhadap penyeienggaraan Pemerintah Desa.

Cr

e

BAB
BENTUK DAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Bagian Pertama
Umum

Pasal 2

Oi Desa dibeniuk Pemeninian Desa dan BPD yang merupakan Pemernntahan Desa.

Pasal



Pasal 3

Susunan Organisasi Pemerintah Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan
jmisly]

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari :

o

I mmmbm TNAA~
I\Cpald weEsa
b. Perangkat Desa.
Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1]

Wle huruf b Pasal ini terdin dari
. Sekietanal Desa |
. Kepala-kepala Seksi ;

l.('ar\ i'.\ l—\l isun.
Craia Lusul

ekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal ini terdiri dari :
Sekretaris Desa ;

m
T
Q)

o
KO () _o oo

[ a
epaia-kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf b Pasal ini terdiri dari :
ekl P emerintahan ;
eksi Pembangunan |
G KeDa!a Seksi Kesejahteraan rakyat ;
d. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
(3) Kepaia-kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b Pasal ini terdiri dari :
a. Kepala Urusan Keuangan ;
b Ke a.a Urusan Umuim.
(6) Bagan organisasi Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah ini.

SR S ¢ SGTE

BAE il
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMERINTAH DESA

Bagian Pertaima
Kepaia Desa

Pasal 5
2AN. Ui b PN S g ®eci poies R A o . Pasim  esve sl sl smns Eove fo S0e s o R AR
(1) Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerniniahan Desa berdasarkan kebijakan yang
ditetapkan bersama BPD.
(2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat

P ~

meiaiui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupall
dengan tembusan Camat

(3) Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimak
ayat (2) Pasal ini disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun pada setiap akhir
tahun anggaran.

Pasail 6

Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini berkedudukan sebagai alat
Pemerintah,  Pemerintah Daeran dan alat Pemeriniah Desa yang nu—armmpm Ps-anye-aimu_u_iaraan

MY imn e ani e

)
Pemerintahan Desa.



Pasal 7

Tugas Pokok Kepala Desa :
memimpin Penyelenggaraan Pemerintah Desa ;

o

b. membina kehidupan masyarakat Desa ;

c. membina r)prr;‘koru'nﬂiaﬁ Ds’ata :

d. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;

€. mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa ;

I mewakili Desanya gidalam dan diluar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya ;

g. mengajukan rancangan Peraturan Desa dan bersama BFD menetapkannya sebagai Peraturan

arian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan.
Pasai 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Kepala

Desa mempunyai fungsi :

a. melaksanakan kegiatan daiam rangka penyelenggaraan rumah tangga Desanya sendiri ;

b menggerakkan partisipasi atau peran serta dan potensi masyarakat Desanya |

c. melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah ;

d. melaksanakan koordinasi jalannya Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan Kehidupan
masyarakat di Desanya

e. melaksanakan urusan PEI‘I iefintahan {ainm a

nya yang tidak termasuk daiam tugas sesuatu instansi
dan tidak termasuk urusan rumah tangga D any
melaksanakan tugas dan kegiatan sesuai

— -

bersama BPD.

ey

dvngun Peraturan Desa yang telah ditetapkan

Bagian Kedua
Sekretariat Desa

Pasai 8

nm

Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Des
Sekretaniat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat ( >) huruf a Peraturan Daerah ini adalah
unsur staf yang membantu Kpnn!:—a Desa dwam mpminnkan hak, wewenang dan kewa}gban

pimpinan FPemerintah Desa.
Pasal 10
Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf yang membantu Kepala Desa dan memimpin
Qalow ~iomb N
Sekretariat Desa
Pasal 11

Sekretaris Desa mempunyai tugas pokok :

a. menyelenggarakan administrasi pemerintahan dan kemasyarakatan di Desa ,

b. memberikan pelayanan teknis administratif kepada Kepala L)esa dan seluruh Perangkat Desa
serta masyarakat dalam Desanya |

c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini,
Sekretaris Desa mempunyai fungsi

a. melaksanakan ...
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melaksanakan surat menyurat, kearsipan dan iaporan |

melaksanakan urusan keuangan dan urusan administrasi umum |

melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Desa ;

melaksanakan administrasi pemerintahan dan kemasyarakatan ;

meiaksanakan tugas dan fungsi Kepaia Desa apabila Kepala Desa berhaiangan meiakukan

tugasnya.

Bagian Ketiga
Kepala-kepaila Seksi

Pasal 13

Kepala-kepaia Seksi berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepaia Desa dalam bidang tugasnya
masing-masing.

Pasal 14

(1 Kepala-kepaia Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasai 4 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah

ini mempunyai tugas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

=

o

@ Mo an

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok :

mengumpulkan, mengolah dan megevaluas: data dibidang Pemerintahan Desa ;
mengumpuikan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat ;

membantu tugas administrasi di bidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ;
membantu Pelaksanaan dan Pengawasan Pemilihan Umum { PEMILU ) ;

membantu tugas-tugas di bidang Keagrarian

membaniu penyelenggaraan kegiatan administrasi pertahanan sipil;

melakukan pengawasan dan pendataan terhadap eks G 30 S PKI |

melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa

(3) Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok :

a.

b.

o

o~
s
St

Qo

e,

o
"

o0o o

o8 X

mengumpultkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang perekonomian dan
pembangunan Desa |

melakukan bimbingan di bidang Perkoperasian, Pengusaha Ekonomi lemah dan kegiatan
perekonomian lainnya ;

melakukan kegiatan daiam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat daiam
meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan |

membantu Koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana
dan sarana fisik lingkungan Desa ;

mp]nkl ikan tuoas-tugas lain yang mhpnkan nieh Kermla Desa,

LR R =5 RS [

lcud Dl:‘l'&bl l’\E\r_‘jdl IU-’i ddil "(dKYdL il Il:‘lllpLH Iydl tugdb I.JUKLIK 3
menqumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang kesejahteraan rakyat ;

melakukan pembinaan di bidang keagamaan, kesehatan, Keluarga Berencana dan

pendidikan masyarakat |

membantu mengumpulkan dan menyalurkan bantuan terhadap korban bencana aiam |
membantu  pelaksanaan bimbingan Kegiatan pembinaan di  bidang pem inaan
Kesejahteraan Keluarga { PKK ), Karang Taruna, Pramuka dan Organisas: Kemasyarakatan
iainnya |

melakukan tugas-tugas iain yang diberikan oleh Kepaia Desa.

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok :
a.

mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di b:dan\_, ketentraman dan ketertiban ;
meiakukan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertipan ;

membina kegiatan keamanan lingkungan ;

melakukan pendataan dan pengawasan terhadap tindakan kriminal,

melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
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Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini

Kepala-kepala Seksi mempunyai fungsi

a. meiaksanakan kegiatan-kegiatan di bidang Pemerintahan, Pembangunan, Kesejanteraan Rakyat
dan Ketentraman dan Ketertiban sesuai tugasnya masing-masing ;

b. melaksanakan pe.aya. an administrasi Pemerintah Desa.

Bagian Keempat
Kepaia Dusun

Pasal 16
Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah inj
perkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Kepala E’sa dengan wilayah kerja tertentu dalam

Desanva.
Pasal 17

Kepala Dusun mempunyai tugas pokok menjalankan kegiatan Kepala Desa di wilayah kerjanya .
Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Daerah ini

Kepala Dusun mempunyai fungsi :

a. melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman
dan ketertiban di wua\/nh kpnn F)pﬁ.:m\m :

H
b. melaksanakan Peraturan Desa di wilayah kerjanya ;
c. melaksanakan kebijakan Kepala Desa

Bagian Keiima
Kepala-kepala Urusan

Pasal 18

Kepala-kepala Urusan sebagaimana dimaksud daiam Pasal 4 ayat (3) huruf b Peraturan Daerahn ini
berkedudukan sebagai unsur pembartu Sekretaris Desa sesuai bidang tugasnya masing-masing

Pasal 20

bz Qaaus b b Vet (oamar S P i At 775t AP Tde Foghaiet By himias on ragn Aot s o

!’\Ei‘g_.‘dld Kepdld Uirusan HIEHIPUHyd! I.ngdb sesuai der igdarl U!Udllg lugd\llyd [Hdbl[lg-‘!ld&ll g,

Kepaia Urusan Keuangan mempunyai tugas pokok -

| -] Qh\/l manm r an f1ans r\(}ﬁ'ﬂ :
a. menenmu I iy lvall uun i lHel\J PRAT S UUA M ol

b. mengurus pembukuan keuangan Desa
c mengurus nr-arfannmmmawaban atas npnnmmaan kF-uanga g elah dikeluarkan :

p— -~

N
T S

HIEIdKUKdH ddlllllllbtldbl KEPEgdeIdH 3

melakukan urusan Perlengkapan dan Inventaris Desa ; -
melaksanakan urusan rumahtangga ;

mengatur Penyelenggaraan Rapat-rapat Dinas dan Upacara |
melakukan urusan surat menyurat, kearsipan dan Ekspedisi |

e
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e [ mm et

mengumpulkan bahan dan penyusunan iaporan r—mncmuah Desa .
melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

-l = Y

Q



BAB IV
TATA KERJA PEMERINTAH DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 21

Dalam menjalankan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa menerapkan Prinsip koordinasi, integrasi

dan sinkronisasi.
Pasal 22

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinva, Kepala Desa :
a. bertanggungjawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa;

0. menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan lugasnya kepada Bupali dengan tembusan
Camat.
Pasal 23
o U S (S S T T | PR, . WSRO TP DRT P R e TN IRy PP (35 P fetad o = o
Uaiam menjaiankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggungjawab utama dalam bidang

e
pembangunan, Kepala Desa da,,at dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa.

Daiam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekre

a
di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Desa sedangkan Kepala Urusan berada di

x
=
o
Qi
=
7
W)
ot
0
a0

bawah dan bertanggung jawab kepada ¢
BAB YV
KETENTUAN PENUTLUP

Pasal 26

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat It Tegal
Nomor 15 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dan Perangkat
Desa, dinvatakan tidak berlaku lagi.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

orang dapat mengetahuinya memerintankan pengundangan Peraturan Daerah

a
l
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Disahkan di Slawi
pada tanggal 25 Mei 2000

Diundangkan di Slawi
Pada tanggal 23 M& 2000

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2000 NOMOR |7



Lampiran : Feraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomaor
Tahun 2000 tertang Crganisasi Dan Tata Kerja
Femerintah Desa
Nomor 4 Tahun 2000
Tanggal : 25 Mei 2000

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA

KEFALA
DESA
_ | _ _ ]
KAS| KASI KASI KASI SEKRETARIS
PEMERINTAHAN PEMBANGUNAN KESRA TRAN DAN TIB CESA
w
| ~
KAUR KAUR
KEUANGAN UMUM
KEPALA
DUSUN




PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 4 TAHUN 2000

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA
PENJELASAN UMUM

Bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem
penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus
Rumah Tangganya sendiri.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan untuk kelancaran
penyelenggaraan pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna, sesuai dengan
perkembangan pemerintahan, maka dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa dalam
rangka pelaksanaan Pasal 95 avat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintah Desa, maka periu mengatur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa dengan
Peraturan Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 4 ayat (3) . Cukup Jelas
Pasal 4 ayat (4) dan (5) Jumiah Seksi dan Urusan disesuaikan dengan kondisi serta
Kemampuan dari Desa vang bersangkutan.
Pasal 5 s/d Pasal 15 . Cukup Jelas
Pasai 16 - Yang dimaksud dengan wilayah kerja tertentu adaiah wilayah
kerja dari Desanya. o
- Jumiah Urusan disesuaikan dengan kondisi serta keampuan
dari Desa yang bersangkutan.
Pagal 17 s/d Pasal 27 . Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR .......



